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MOTTO

Manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berharap dan
berharap, sampai kemudian dia berharap untuk mengambil kelopak
kelalaian dari matanya, sehingga dapat menyaksikan diri sejati. Dan
siapa yang menyaksikan diri sejati maka ia telah ményaksikan
kebenaran dari kehidupﬂn yang sejati untuk dirinya, untuk semua
manusia, dan alam semesta. (KAHLIL GIBRAN)

Airmata dan Senyuman, lwan Nurdaya Djafar, hal 69.
Yayasan Bentang Budaya, Yogjakarta.
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RINGKASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, juga merupakan perjanjian suci. Jika karena ada
alasan tertentu kemudian salah satu pihak tidak dapat memenuhi
perjanjian tersebut maka jalan yang mungkKin akan ditempuh
adalah perceraian. Perceraian ini merupakan jalan terakhir atau
pintu darurat dari sebuah perkawinan, apabila upaya perdamaian
diantara kedua belah pihak sudah tidak dapat dilakukan lagi.
Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan
perundang-undangan lainnya perceraian merupakan suatu
perbuatan yang sangat tidak diharapkan tetapi pada
kenyataannya masih banyak terjadi walaupun nanti akan
berakibat buruk dan merugikan bagi semua pihak.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui
pertimbangan putusan hakim terhadap alasan perceraian serta
akibat dan upaya hukum terhadap putusan hakim yang tidak
tepat. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif dan dibahas melalui metode
deduktif. Pengumpulan data berasal dari studi literatur, sedang
analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Seorang hakim yang akan memutus suatu perkara, perlu
untuk mengkaji lebih dalam dan menemukan hukum terhadap
perkara yang dihadapinya. Hal ini dilakukan agar putusan yang
dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan seluruh lapisan masyarakat. Dapat dikatakan

bahwa hakim diwajibkan mempunyai wawasan yang luas untuk
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menganalisa perkara dan membuat pertimbangan tentang hukum
maupun duduk perkaranya.

Pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab dari kedua
belah pihak yaitu bapak dan ibu, akan tetapi untuk segala biaya
pendidikan dan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab
bapak. Sedangkan mengenai harta bersama akan diatur menurut
hukum masing-masing, tetapi tidak menutup kemungkinan jika
ada kesepakatan lain diantara kedua belah pihak.

Pada dasarnya terhadap putusan hakim tersebut dapat
dimintakan upaya hukum yang berupa upaya hukum biasa dan
luar biasa. Hal ini dilakukan dengan tujuan jika terhadap putusan
hakim tersebut terdapat pihak yang kurang puas atau ingin
memenangkan perkara. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
sudah mengatur dengan jelas tentang upaya-upaya hukum

tersebut disamping peraturan-peraturan lainnya.

T
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah
berkata bahwa manusia itu adalah zoon politicon yaitu selalu
mencari manusia lainnya untuk bersama dan kemudian
berorganisasi. Hidup bersama merupakan gejala yang biasa bagi
manusia dan hanya manusia tertentu saja yang mampu hidup
mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuk yang
terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga
(Rosjidi, 1991:1).

Keluarga akan terbentuk apabila terjadi suatu peristiwa
yaitu sebuah perkawinan. Suatu perkawinan adalah suatu hasil
komunikasi seorang pria dan seorang wanita atau pihak keluarga
pria dengan pihak keluarga wanita. Perkawinan merupakan wujud
hidup bersama baik fisik maupun psikis atau kedua-duanya
adalah suatu hal yang secara kemasyarakatan, lebih-lebih masa
kini setelah adanya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974, memerlukan perhatian yang meningkat dari para ahli
masalah sosial, psikologi sosial dan para ahli dibidang lain
khususnya hukum.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan ini merupakan
rumusan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang dituangkan
dalam pasal 1, dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa :
"sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang
pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan me-
rupakan hubungan yang erat sekali dengan agama /kerohanian,

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jas-
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mani, tetapi unsur bathin/ rokhani juga mempunyai peranan
penting...... g

Rumusan perkawinan tersebut menjelaskan bahwa per-
kawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau bathin
saja, tetapi ikatan kedua-duanya. Perkawinan merupakan
hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita
untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini
merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang
mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan
lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni dengan
adanya pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.

Perkawinan merupakan hubungan jiwa karena ada
kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan
seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pada
taraf permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan
adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan
perkawinan. Komitmen dalam hidup bersama, ikatan bathin ini
tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan.
Terjalinnya ikatan lahir dan bathin merupakan dasar dalam
membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Rumusan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan
tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia, berarti perkawinan
dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu
tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup,
selama-lamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja.
Kenyataan yang terjadi sangat sulit untuk menyatukan dua
kehendak yang berbeda dalam suatu wadah yaitu rumah tangga.
Masalah-masalah akan timbul selama perkawinan, banyak dan

bermacam masalah sehingga tidak ada penyelesaian yang tepat


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

antara dua pihak tersebut maka gejala yang mungkin timbul
adalah terjadinya suatu pemutusan perkawinan dengan
perceraian.

Undang-undang Perkawinan Nasional dalam hal perceraian,
menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian
adalah suatu malapetaka, tetapi hal tersebut perlu untuk tidak
menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar. Perceraian hanya
dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak
menimbulkan mudhlarat yang lebih besar. Alasan inilah yang
membuat pemerintah membuat peraturan-peraturan perceraian di
samping peraturan perkawinan yang sudah ada. Berdasarkan hal
ini, pemerintah mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam agama
tentang perceraian demi kebahagiaan, kesejahteraan *dan
ketentraman keluarga, masyarakat dan negara.

Putusnya perkawinan dengan jalan perceraian diproses
melalui pengadilan yang berkompeten untuk menanganinya yaitu
Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam atau
Pengadilan Negeri bagi mereka yang non Islam. Gugatan yang
masuk pada kedua pengadilan tersebut disebut dengan gugat
cerai.

Gugatan cerai yang telah masuk ke pengadilan, baik
Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama akan diperiksa oleh
hakim. Pemeriksaan ini berkaitan dengan apakah gugatan
tersebut diterima atau ditolak. Seorang hakim yang menangani
gugat cerai ini sebelum menjatuhkan putusan akan mengadakan
pertimbangan—pertimbangan terhadap segala sesuatu Yyang
berkaitan dengan perkara tersebut. Salah satunya adalah
mengenai dasar-dasar tuntutan /gugatan penggugat, tetapi
adakalanya antara dasar-dasar gugatan dengan putusan tidak

terdapat hubungan yang akan mengakibatkan kerancuan hukum.
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Terdapatnya hubungan antara dasar-dasar gugatan dengan
putusan sangat mutlak diperlukan dan harus ada dalam setiap
putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim. Pastilah akan
terjadi kerancuan hukum, jika dalam putusannya, seorang hakim
tidak menyertakan dasar-dasar pertimbangan yang di gunakan
untuk memutus perkara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut,
maka penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk
skripsi dengan judul :

«TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG
TIDAK BERDASARKAN FUNDAMENTUM PETENDI (Perkara No
223 /Pdt.G /2000/PTA.Sby)".

1.2 Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan
permasalahan yang akan dibahas dalam panulisan skripsi ini,
yaitu :
1 mengapa hakim dalam menyatakan putusan terhadap
perceraian pada perkara No. 223/Pdt.G /2000/PTA.Sby tidak
berdasarkan Fundamentum Petendi ?

2 apa akibat dan upaya hukum terhadap putusan hakim yang
tidak tepat ?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan yang penulis maksudkan di dalam
penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan putusan
hakim terhadap alasan perceraian.
9. untuk mengetahui akibat dan upaya hukum terhadap
pertimbangan hakim yang tidak benar.
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1.4 Metode Penulisan

Penulisan suatu karya ilmiah diperlukan metode penulisan
yang bertujuan untuk mencapai hasil yang mendekati
kesempurnaan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah,
serta dapat tersusun secara sistematis, metodik dan memberikan
hasil yang konkrit. Metode penulisan adalah cara-cara yang
dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan
pendekatan tertentu untuk mencapai jawaban atas suatu
permasalahan (Soemitro, 1988 : 9).

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah
metide deduktif yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari
pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian
yang khusus. Dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang
dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju

permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1988:88)

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah secara
yuridis normatif yaitu : mencoba menelaah buku-buku yang berisi
proses-proses secara teoritis, pendapat para sarjana dan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

permasalahan yang hendak dikaji.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah mencakup data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan baik
melalui buku-buku maupun peraturan-peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada (Soemitro,
1988:36).
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1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan
penyusunan skripsi ini adalah studi literatur, digunakan untuk
memperoleh sumber data sekunder yang berupa peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan
permasalahan, buku-buku literatur, hasil karya ilmiah (Soemitro,
1988:24).

1.4.4 Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode analisa yang
menggambarkan fakta, masalah dan data yang diperoleh
kemudian diterangkan menurut teori-teori yang ada dan landasan
yuridis yang berlaku. Agar diperoleh hasil analisa data yang baik
maka digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode
analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum
untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Dapat diartikan
sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang
bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus
(Soemitro, 1990:88)
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BAB II
'FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1  Fakta Tentang Gugat Cerai Dalam Perkara No. 420/Pdt.G/2000/

PA.Sda dan Perkara No. 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby

Berkas perkara Nomor 420/Pdt.G/ 2000/PA.Sda di Penga-
dilan Agama Sidoarjo menerangkan bahwa Reti Susilowati binti
Kastawi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Dusun Ciro Wetan, RT 09 RW 03 Desa
Bakung Temenggungan, Balongbendo Kabupaten Sidoarjo,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, mengajukan gugatan
cerai melalui ketua Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap Subronto
bin Saman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tingggal di Dusun Ciro Wetan, RT10 RW 03 Desa
Bakung Temenggungan, Balongbendo Kabupaten Sidoarjo,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Dalil yang menjadi alasan ini adalah bahwa Penggugat dan
Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Maret 1992 dihadapan
pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor
453/5/111/1992 tanggal 02 Maret 1992. Setelah melangsungkan
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sébagai
layaknya suami istri dan hidup bersama dirumah Penggugat dan
terakhir di rumah Tergugat. Selama perkawinan tersebut
Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri
dan telah dikarunia seorang anak bernama Maya Yuliar Tritanti,
umur 7 tahun. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak
kira-kira 1999 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah

dikarenakan :
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- tergugat jika emosi suka memukul pada Penggugat;
- tergugat sebagai penjudi dan pemabuk;
- tergugat suka cemburu tanpa alasan.

Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan berumah
tangga dengan Tergugat Karena tak ada titik temu sehingga antara
Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 10
bulan. Penggugat telah berusaha untuk hidup rukun kembali
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon
kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil
dan memeriksa Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat.

9. menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus
karena perceraian.

3. membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang
berlaku.
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membe-
rikan jawaban sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat membenarkan sebagian alasan Penggugat dan
membantah akan sebagian yang lainnya.

2. bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran karena faktor cemburu.

3. bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat, hanya
mendorong saja.

4 bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena Tergugat

masih mencintai Penggugat dan anak.
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5. bahwa Tergugat berusaha untuk rukun dengan Penggugat dan
sengaja datang menemui Penggugat di rumah orang tuanya,
namun tidak berhasil dan bahkan Penggugat mengusir
Tergugat.

Pada sesi persidangan selanjutnya dihadirkan para saksi
yang berjumlah empat orang. Keempat saksi ini memberikan
kesaksian yang pada intinya bahwa benar antara Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah, bahwa Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat jika marah suka
memukul Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mendengarkan
kesaksian para saksi serta menimbang berbagai hal, majelis hakim
memutuskan :

1. mengabulkan gugatan Penggugat.

9. menceraikan pernikahan Penggugat (Reti Susilowati binti
Kastawi) dengan Tergugat (Subronto bin Saman).

3. menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp
79.500,00 (Tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya, dikarenakan merasa tidak puas dengan putusan majelis
hakim Pengadilan Agama Sidoarjo,. Pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya putusan Nomor 420/ Pdt.G/2000/PA.Sda diperiksa yang
kemudian diputuskan dengan melihat berbagai kondisi yang ada
pada putusan Nomor 223/Pdt.G/2000/ PTA.Sby yaitu :

1. menerima permohonan banding terbanding.

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25
Juli 2000 Nomor 420 /Pdt,G/2000 /PA.Sda.

3. membebankan biaya banding kepada pembanding sebesar Rp
72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 Undang—undang Nomor 1 tahun 1974

Masalah perceraian dalam undang-undang perkawinan,
diatur dalam bab VIII tentang putusnya perkawinan serta
akibatnya, pasal 38 sampai dengan pasal 41. Pasal 38
menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus Kkarena (a)
kematian, (b) perceraian dan (c) atas putusan pengadilan.

Pasal 38 menyebutkan bahwa :

1. perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.

2. untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami istri itu tidak hidup rukun sebagai suami istri.

3. tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam
peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Huruf (f) pasal
19 menyebutkan bahwa suami dan istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga.

2.2.2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun
1989 ini adalah mengenai hukum acaranya yaitu pada Bagian
kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan paragraf 1
Umum pasal 65 dan paragraf 2 Cerai Talak pasal 60 sampai
dengan pasal 72. Sedangkan mengenai biaya perkara diatur dalam

pasal 89 (1).
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2.2.3 Buku 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kompilasi hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya
Perkawinan, pada pasal 113 mengatur putusnya perkawinan
karena :
(a) kematian
(b) perceraian
(c) atas putusan pengadilan

Pasal 114 menyebutkan alasan-alasan terjadinya perceraian
yang pada dasarnya hampir sama dengan yang diatur dalam

Undang-undang perkawinan.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian dan Alasan Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan
putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkara itu

(Subekti, 1978:42). Berdasarkan hukum Islam, suatu penghentian

perkawinan merupakan hal yang pada hakekatnya tidak baik,

sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

"Perceraian itu sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah

SWT".

Alasan-alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 :

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabulk,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan.

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun
barturutan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas
atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
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salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak lain.
salah satu pihak mendapat catat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
atau istri.
antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 199,

Perkawinan dapat bubar oleh :

1.

karena kematian.

2. karena tidak hadir suami atau istri selama sepuluh tahun,
diikuti dengan perkawinan baru dari suami atau istri.

3. karena keputusan hakim, setelah terjadi perpisahan meja dan
tempat tidur (Scheiding van Tofel En Bed) dan dicatat
pembukuan pembubaran perkawinan itu dalam register
catatan sipil.

4. karena perceraian.

Menurut pasal 209 KUH Perdata, alasan-alasan perceraian
adalah :

1. zina.

2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.

3. salah satu pihak dihukum lebih dari lima tahun.

4. melukai berat atau penganiayaan yang membahayakan jiwa

atau luka-luka.

2.3.2 Syarat dan Prosedur Gugat Cerai

Pada peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 30

ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian yang dilakukan dengan

putusan pengadilan agama adalah perceraian yang berdasarkan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

gugatan perceraian. Gugat cerai dapat didefinisikan sebagai
perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih
dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan Agama dan
perceraian dengan suatu putusan pengadilan.

Tata cara perceraian diatur secara lengkap dan menyeluruh
sehingga lebih menjamin kepastian hukum di bidang perceraian.
Menurut ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan
menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya,
mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang
berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya
disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan
Agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Jangka waktu pemanggilan bagi pengiriman surat maupun
istrinya diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah ini yang
secara otentik ditegaskan bahwa pengadilan yang bersangkutan
mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam
waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan
juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu
yang berhubungan dengan maksud perceraian ini.

Saat dilaksanakan sidang diputuskan oleh pengadilan
menurut ketentuan pasal 16 ditegaskan bahwa pengadilan hanya
memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk
menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila
memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam
pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat
bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi
didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Langkah selanjutnya, sesaat setelah dilakukan sidang

pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam
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pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang

terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan ini dikirimkan

kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk
diadakan pencatatan perceraian. Ketentuan ini diatur dalam pasal

17. Pada pasal 18 mengatur tentang saat perhitungan cerai yang

menetapkan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat

perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah
satu dari beberapa alasan, akan tetapi dapat pula terjadi
memenuhi alasan secara komulatif sebagaimana diatur dalam
pasal 19.

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam proses pengajuan
gugatan cerai sebagai berikut :

1) ‘ dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua
Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada
tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

2) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116
huruf (b) dapat diajukan setelah lampau dua tahun terhitung
sejak tergugat meninggalkan rumah.

3) gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau
menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah

kediaman bersama.

2.3.3 Sinkronisasi antara Fundamentum Petendi dengan Petitum
Gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai
duduk persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus
dikemukakan dengan jelas. Dasar gugatan dalam Hukum Acara
Perdata bagian dari gugat ini disebut Fundamentum Petendi atau

Posita. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat
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alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat

alasan-alasan yang berdasar hukum.

Surat gugatan harus dilengkapi pula dengan Petitum, yaitu
hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar
diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim.
Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat
gugatan ini yang terpenting.

Pasal 178 H.I.R. menentukan bahwa :

1. hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus
mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak
dikemukakan oleh kedua belah pihak.

2. ia berwajib mengadili semua bagian gugatan. .

3. ia dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak
digugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.

Penggugat dalam surat gugatannya tidak meényebut dasar
gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan,
thaka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala
alagar Hukuin, Supaya menang kalahnya salah satu pihak
thenjadi terang.

Pasal 178 H.LR. secara garis besar menyebutkan bahwa
hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum, tidak boleh
satupuh dilupakan dan hakim dilarang untuk metiutuskan lebih
daripada apa yang dimintakan oleh Penggugat. Berdasarkan hal
tersebut, sebelum seorang hakim menjatuhkan putusan terhadap
perkara yang dihadapinya, terlebih dahulu dia harus

memperhatikan hubungan antara Petitum dengan Fundamentum

Petendi.
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2.3.4 Syarat-syarat Sahnya Putusan

Menurut Sutantio dan Oeripkartawinata (1997:109) syarat-
syarat sahnya putusan adalah :

1. putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata
terbuka untuk umum.

Putusan hakim ini lebih lanjut haruslah diucapkan dalam
persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum sehingga
sah dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 18 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970).

2. putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural
hukum acara perdata pada umumnya.

Proses di sini mengacu pada cara prosesuil hakim
menangani perkara perdata tersebut, sedangkan proses
prosedural mengacu pada anasir administratif. Kedua prose
terstbut harus dilalui dan eksistensinya dalam praktek dan
teoritis mendapat optik yang cukup elementer sifatnya.

3. putusan dibuat dalam bentuk tertulis

Per§yaratati ini dimaksudkan agar putusan hakim tersebut
dapat diserahkan kepada pihak berperkara, dikirim kepada
Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI apabila yang ber-
sangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahan
publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas
perkara.

4. putusan Hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau
mengakhiri suatu perkara. .

Pada hakekatnya seorang yang merasa dan dirasa bahwa
haknya telah dilanggar orang lain dan kemudian mengajukan
gugatan adalah bertujuan agar perkara tersebut oleh hakim
diselesaikan atau diakhiri. Alat atau sarana penyelesaian perkara
adalah melalui putusan hakim.
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2.3.5 Dasar Pertimbangan dalam Putusan

Memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara, sudah merupakan tugas pokok dari hakim. Hal ini diatur
dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 14 tahun 1970
tentang Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman. Jika suatu
perkara sudah diajukan kepada hakim, mau tidak mau, suka
tidak suka, ia harus memeriksa dan mengadili perkara tersebut
sampai tuntas. Hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya
dengan dalih atau alasan apapun. Hal ini sesuai dengan pasal 14
ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan
bahwa : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa
dan mengadili.

Sesudah perkara itu diterima oleh hakim maka larigkah
selanjuthya adalah melakukan konstatering peristiwa yang diaju-
kah kepadanya, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi
hakim dalam mengadili suatu perkara yang mementingkan adalah
fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya
adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah
peristiwanya (Soeroso, 1994:79).

Fakta atau peristiwa atau disebut juga dengan peristiwa
konkrit ini diajukan baik oleh pihak penggugat, yaitu yang diaju-
kan dalam gugatannya merupakan dasar dari gugatannya ini,
maupun oleh pihak tergugat yang merupakan jawaban terhadap
gugatan penggugat. Peristiwa konkrit yang disengketakan oleh
kedua belah pihak tersebut harus diketahui secara pasti oleh
hakim. Hakim akan mencari hukumnya untuk dapat diterapkan

pada peristiwa konkrit tersebut. Peristiwa yang semula merupakan
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peristiwa konkrit dengan melakukan pencarian hukum kemudian
menjadi peristiwa hukum (Mulyadi, 1999:121)

Hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam
menjatuhkan putusan adalah pertimbangan hukumnya.
Pertimbangan hukum ini diatur dalam pasal 184 HIR (195 REG),
pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970
menyatakan :

"segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-
alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula
isi-isi tertentu dari peraturan-paraturan yang bersangkutan
atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadili”.

Berdasarkan bunyi pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor
14 tahun 1970 tersebut diatas, maka pertimbangan konsideran ini
adalah penting sekali dan merupakan suatu keharusan. Hal ini
sesuai dengan bunyi pasal tersebut yang sudah jelas-jelas
menggunakan kata harus, sehingga semua putusan pengadilan
atau hakim harus memuat alasan-alasan atau argumentasi
sebagai dasar putusan di dalam mengadili atau memutuskan

perkara.

2.3.6 Upaya-upaya terhadap Putusan Pengadilan

Menurut Sutantio dan Oeripkartawinata (1997:142) upaya-
upaya hukum terhadap putusan pengadilan dapat dibagi menjadi
dua yaitu :

1. upaya hukum biasa

a. perlawanan atau verzet
Upaya hukum ini diatur dalam pasal 123 ayat (3) yo
Pasal 129 HIR atau pasal 149 ayat (3) yo pasal 133
RBg, dilakukan terhadap tergugat yang dijatuhkan
putusan ketidakhadiran (verstek).

b. banding atau revisi
Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan
Tinggi yang merupakan peradilan ulangan atau revisi
dari putusan Pengadilan Negeri. Konkritnya, sebagai


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

peradilan ulangan maka Pengadilan Tinggi memeriksa
kembali perkara perdata dalam keseluruhannya baik
mengenai fakta maupun penerapan hukumnya.
c. kasasi

Kasasi merupakan salah satu tindakan Mahkamah
Agung Rl sebagai pengawas tertinggi atas putusan-
putusan pengadilan-pengadilan lain, tetapi tidak
berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga,
dikarenakan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan
pemeriksaan kembali perkara tersebut akan tetapi
hanya diperiksa masalah hukumnya.

2. upaya Hukum Luar Biasa

a. peninjauan Kembali
Upaya hukum peninjauan kembali (request civil)
merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan
negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung
yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde), mentah kembali. Hal ini diatur dalam pasal
21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 34
dan pasal 67-76 Undang-undang Nomor 14 tahun
1985.

b. derden verzet (Verzet door derden)
Derden verzet merupakan upaya hukum luar biasa
yang dilakukan oleh pihak ketiga melawan putusan
hakim yang merugikannya. Tegasnya, hanya pemilik
atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik
barang yang disita saja yang berhak melakukan
derden verzet.
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3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Putusan Terhadap
Alasan Perceraian pada Perkara No 420/Pdt.G/2000/PA.Sda dan
Perkara No 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby
Putusan yang dijatuhkan hakim hendaknya didasari olé:h

alasan-alasan luas sehingga putusan tersebut dapat memenuhi
rasa keadilan bagi pihak tergugat maupun bagi masyarakat.
Sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang No 14
Tahun 1970 : "segala putusan pengadilan selain harus memuat
alasan-alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pula
‘pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan
atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili”. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa Hakim
Indonesia memiliki kebebasan yang merdeka, ditambah lagi
interpretasi secara sosiologis, artinya penafsiran hukum sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dimana seorang hakim diberi
keleluasaan untuk menemukan yang sulit ditegaskan secara
kongkret karena bukan hanya mengenai pengenaan undang-
undang dan hukum secara sempurna tetapi juga berkaitan dengan
perasaan dan intisi para hakim yang bersangkutan.

Mengenai penjatuhan putusan, hakim Indonesia harus lebih
mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai
yang ada di daerah dimana dia bertugas. Hakim sedapat mungkin
memutus perkara dengan syarat agar putusan yang dihasilkan
dapat diterima masyarakat jika hal tersebut dikaitkan dengan
kemajemukan hukum yang hidup dalam masyarakat itu.

Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merupakan

sebuah kekuasaan yang merdeka dalam memutuskan perkara

20
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sekaligus sanksi yang nantinya akan diterapkan, adalah hak dari
seorang hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara
yang dihadapinya. Tetapi dalam hal ini perlu diingat dan
dimengerti, meskipun mempunyai wewenang penuh dalam hal
menjatuhkan putusan, dia harus melihat pertimbangan-
pertimbangan tentang duduk perkaranya maupun dasar-dasar
hukumnya.

Penjatuhkan putusan pada kasus perkara Nornor
420/Pdt.G/2000/PA.Sda, secara umum hakim berpijak pada
ketentuan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf
(f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf () Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, yang berbunyi "Antara suami istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Keadaan yang
demikian itu membuat rumah tangga laksana neraka di dunia, di
mana suami dan istri akan tersiksa, jauh dari ketentraman,
kedamaian dan kebahagiaan yang merupakan tujuan perkawinan.

Berbagai hal yang melatar-belakangi terjadinya perselisihan
dan pertengkaran, menurut Hadikusuma (1990:45), pada
umumnya dapat terjadi karena faktor antara lain :

1. perselisihan yang menyangkut keuangan karena istrinya
dianggap boros atau suami tidak menyerahkan seluruh
penghasilannya.

2. perselisihan yang menyangkut hubungan seksual karena salah
satu pihak menolak untuk melakukan hubungan atau karena
salah satu pihak merasa tidak puas sehingga mencari
kepuasan di luar.

3. perselisihan yang menyangkut perbedaan agama.

4, adanya perbedaan pendapat antara suami istri dalam hal
mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Suatu perkawinan yang sudah pecah, maka hati kedua
belah pihak sudah pecah pula, yang dalam keadaan demikian,
maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

22

pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh. Jika

perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang

menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak
baik agar perkawinan tersebut berantakan

Perceraian dalam kondisi perkawinan yang berantakan
memang diperlukan, dan ini merupakan jalan keluar yang terakhir
apabila memang perkawinan tersebut berada di ambang
kehancuran. Tujuan yang hendak dicapai dalam perceraian ini
adalah untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak menentu
dari masing-masing pihak, mengingat kalau hal ini dibiarkan
berlarut-larut bukan tidak mungkin salah satu pihak akan
terlantar yang mengakibatkan statusnya tidak jelas.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam
menjatuhkan putusan perkara No. 420/Pdt.G/2000/PA.Sda
adalah sebagai berikut :

1. menimbang bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan
tergugat dan juga sebagaimana ternyata dalam surat buku
Kutipan Akta Nikah tertanggal 2 Maret 1992 No.
453/5/111/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Balongbendo, harus dinyatakan terbukti bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah.

2. menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali,
namun tidak berhasil.

3. menimbang bahwa berdasarkan alasan Penggugat menyatakan
antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan telah pisah rumah selama satu tahun telah

dikuatkan dengan keterangan para saksi dan juga diakui oleh
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Tergugat, sehingga pengakuan itu merupakan bukti yang
sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR.

. menimbang bahwa berdasar pula atas keterangan saksi-

saksi/keluarga Penggugat dan Tergugat mengupayakan
perdamaian akan tetapi tidak berhasil, menunjukan bahwa
keserasian dan kedamaian keluarga Penggugat dan Tergugat
tidak tercapai dan terwujud sebagaimana yang dikehendaki
oleh jiwa pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan menunjukan pula tidak ada harapan untuk

hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

. menimbang bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa/ fakta-fakta

tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan seba-
gaimana yang dimaksud oleh jiwa pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1
Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

dijatuhkan putusan antara lain :

j
2.

mengabulkan gugatan Penggugat,
menceraikan pernikahan Penggugat (Reti Susilowati Binti
Kastawi) dengan Tergugat (Subronto bin Saman),

. menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang

timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar, Rp
79.500,00 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Tergugat yang masih mencintai Penggugat dan anak merasa

keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Untuk itu, Tergugat

menempuh upaya hukum yang menjadi haknya, dengan jalan

mengajukan banding. Pengajuan banding ini, diterima oleh

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang kemudian diperiksa dan

diadili. Pada taraf pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Agama
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Surabaya ini, Pembanding mengharapkan agar hakim yang
berwenang dapat merujukkan kembali perkawinannya dengan
pihak Penggugat/Terbanding.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai
berikut:

Tentang Hukumnya

1. menimbang bahwa di samping dasar-dasar yang telah
dipertimbangkan dalam putusan hakim pertama, Pengadilan
Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan tambahan
seperti dibawah ini sebagai berikut,

2. menimbang bahwa dalam sidang tanggal 30 Mei 2000
Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa Tergugat
/Pembanding sering bertengkar dengan Penggugat/Terbanding
dan cemburu pada Penggugat /Terbanding.

3. menimbang bahwa “Pengakuan yang diucapkan dihadapan
hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang
mengaku itu” demikian pula menurut pendapat ulama yang
tercantum dalam kitab Al-Bajuriy.

4. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
yang diberikan oleh hakim pertama dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim pertama
dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

3.2 Akibat dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang
Tidak Tepat
3.2.1 Akibat Hukum dari Perceraian
Antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding
selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak, maka
meskipun perkawinan telah bubar karena perceraian baik bapak

maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak
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mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ternyata
bekas istri tidak mampu maka pengadilan dapat mewajibkan
kepada bekas suami untuk memberikan biaya hidup pada bekas
istrinya. Berdasarkan ketentuan tersebut kiranya bekas istri tidak
akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, disamping
bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan istrinya harus
berpikir masak-masak akan akibat-akibat yang mungkin timbul
dikemudian hari.

Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hanya
mempunyai satu orang anak, dan hak perwalian berada di tangan
tergugat, maka yang bersangkutan mempunyai kewajiban penuh
untuk membiayai kebutuhan dan memelihara  anak.
Penggugat/Terbanding hanya membantu saja tetapi dengan
catatan Penggugat/Terbamding juga bertanggung jawab atas
kelangsungan hidup anak. Untuk hal pembagian harta,
pengadilan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat
maupun Penggugat. Harta gono gini yang berupa tanah seluas 120
m2 dan bangunan rumah diatasnya, dibagi menjadi dua.

Apabila perkawinan putus karena perceraian menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai akibat-akibat
hukum, yaitu akibat hukum terhadap anak, bekas suami atau
istri dan harta bersama. -

Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi
perceraian maka baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselesihan
mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan
keputusannya. Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.
Bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memberikan
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kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa
ikut memikul biaya tersebut.

Akibat hukum terhadap bekas suami pengadilan dapat
mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan
atau juga menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri (Pasal
41 abc, UU No. i Tahun 1974). Sedangkan akibat hukum
terhadap harta bersama dalam pembagiannya diatur menurut
hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat atau
hukum yang lain (Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974). Apabila
perkawinan putus karena perceraian dalam hal pembagian harta
bersama Undang-undang menyerahkannya kepada para pihak
untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan dan
hukum apa yang berlaku. Jika tidak ada kesepakatan hakim
dapat mempertimbangkannya menurut rasa keadilan
(Hadikusuma, 1990:189).

3.2.2 Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak

Tepat

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-
undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal
tertentu melawan putusan Hakim. Pada Hukum Acara perdata
dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan
upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putysan
verstek, banding dan kasasi. Pada asasnya, upaya hukum ini
menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah apabila
putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat
dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), maka
meskipun diajukan upaya biasa namun eksekusi akan berjalan

terus.
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Berbeda dengan upaya hukum biasa, mengenai upaya
hukum luar biasa pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi.
Upaya hukum biasa merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap
sita eksekutorial dan peninjauan kembali. Tergugat/Pembanding
sudah melakukan upaya hukum biasa yaitu dengan mengajukan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
420/Pdt.G/2000/PA.Sda. Pada tingkat banding ini, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengeluarkan putusan yang
isinya menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo.

Upaya hukum banding sendiri, diadakan oleh pembuat
undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim adalah
manusia biasa dan dapat membuat kesalahan dalam hal
menjatuhkan putusan. Berdasarkan alasan ini dibuka
kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan
permohonan banding pada Pengadilan Tinggi.

Pengauan permohonan banding akan mengakibatkan
perkara menjadi mentah lagi. Berkas perkara yang bersangkutan
berserta salinan resmi putusan tersebut serta surat-surat yang
lainnya akan dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi untuk
diperiksa dan diputus lagi. Pemeriksaan banding dilakukan oleh
pengadilan Tinggi “yang berkuasa dalam daerah hukumnya
masing-masing’.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 memuat
ketentuan, bahwa permohonan untuk pemeriksaan banding harus
disampaikan dengan surat atau lisan kepada Panitera Pengadilan
Negeri yang menjatuhkan putusan tersebut. Hal ini berarti bahwa
permohonan banding dapat diajukan sendiri oleh pihak yang
berkepentingan atau oleh kuasanya, yaitu orang yang diberi kuasa

khusus untuk mengajukan permohonan banding.
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Seharusnya yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding
adalah melakukan upaya hukum peninjauan kembali bukan
melakukan upaya hukum banding. Upaya hukum peninjauan
kembali dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung khususnya terdapat pada pasal
66 sampai dengan pasal 76.

Pasal 66 (2) menyatakan bahwa permohonan peninjauan
kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan
putusan pengadilan. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa
putusan yang terhadapnya dimohonkan peninjauan kembali jelas-
jelas salah dan pasti akan dibatalkan. Pasal 67 menjelaskan
bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan
berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya
diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh
hakim pidana dinyatakan palsu;

b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti
yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa
tidak dapat diketemukan;

c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau
lebih daripada yang dituntut;

d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus
tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai, suatu hal
yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama
atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang

bertentangan satu dengan yang lain;
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f) apabila dalam suatu putusan terdapat sesuatu kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan nyata.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya pada perkara No.
223 /Pdt.G/2000/PTA. Sby tidak melihat apakah yang dimintakan
oleh tergugat/pembanding. Tergugat/pembanding dalam surat
bandingnya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ingin
berpisah dengan Penggugat/ Terbanding dan mengakui masih
mencintai Penggugat/Terbanding dan anak.

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim pada
perkara No. 223/Pdt.G/2000/PTA. Sby tidak sesuai dengan
Fundamentum Petendi sebagai mana halnya yang dimintakan oleh
Tergugat/Pembanding. Ketidaksesuaian putusan dengan
Fundamentum Petendi tersebut dikarenakan hakim tidak melihat
dengan teliti apa yang dimintakan oleh Tergugat/Pembanding

Alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan
perkara No. 223/Pdt.G/2000/PTA. Sby tidak berdasarkan
Fundamentum Petendi adalah sebagai berikut :

1. perkara No. 420/Pdt.G/2000/PA. Sda, Penggugat/Terbanding
dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding
jika emosi suka memukul, sebagai penjudi, pemabuk, suka
cemburu (sebagai dasar gugatan Penggugat/Terbanding).

2. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa dalam
perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Terbanding sudah tidak dapat didamaikan lagi.

3. Alasan perceraian yang dikemukakan hakim adalah bahwa
antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding
terjadi pertengkaran terus menerus.

Kasus perceraian perkara dengan No.
420/Pdt.G/2000/PA.Sda, pihak Tergugat lebih tepat tidak
melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hal ini
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karena yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah terjadinya
pertengkaran terus menerus, sehingga pokok permasalahan yang
lebih tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan putusan adalah
Tergugat sebagai penjudi, pemabuk dan suka menganiaya. Oléh
karena itu, lebih tepat apabila dilakukan peninjauan kembali atas
putusan No. 420/Pdt.G/ 2000/PA.Sda, dengan dasar alasan
bahwa dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata (pasal 67 ().

3.3 Kajian

Berdasarkan berbagai hal diatas seharusnya Majelis Hakim
dalam hal melakukan pertimbangan untuk pemjatuhan
keputusan, harus melihat kondisi yang ada dari kedua belah
pihak, yaitu pihak Tergugat dan Penggugat. Majelis Hakim dalam
perkara ini hanya melihat dasar-dasar tuntutan yang diajukan
oleh Penggugat/Terbanding tanpa mempertimbangkan pembelaan
Tergugat/Pembanding. Indikasi ini muncul dan menguatkan
alasan-alasan dari gugatan Penggugat/Terbanding setelah
dihadirkannya saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah
sumpah yang pada intinya memberatkan posisi Tergugat. Dalam
jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa
keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat dan
anak. Lebih lanjut Tergugat telah berusaha untuk rukun kembali
namun ditolak.

‘Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
dalam perkara ini adalah bahwa antara Tergugat dan Penggugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal ini
sebagaimana tercantum dalam jiwa pasal 19 huruf () Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia. Pertimbangan tersebut kurang tepat
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karena meskipun pertengkaran terjadi dan dibenarkan oleh
Tergugat tetapi perlu diperhatikan bahwa pertengkaran tersebut
disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat.

Dasar pertimbangan hakim sebaiknya Tergugat sebagai
penjudi, pemabuk dan suka menganiaya. Ketiga hal tersebut
sudah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian dan
diatus dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
huruf (a) dan (d).
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BAB IV .
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan antara lain :

dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan adalah

antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan

tidak dapat didamaikan lagi.

a.

akibat-akibat hukum yang timbul karena perceraian yaitu :
baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak.
bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak.

pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan
sesuatu bagi bekas istri.

suami istri diberi kebebasan untuk memilih hukum apa
yang akan dipakai dalam hal pembagian harta bersama.
upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan :
Pada dasarnya, upaya hukum yang dapat dilakukan
terhadap putusan hakim yang tidak tepat ada dua, yaitu

Banding dan Peninjauan kembali.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

33

4.2 Saran

Sebagai dorongan atau motivasi yang mungkin dapat

bermanfaat dalam menambah sumbangan pemikiran, maka

penulis memberikan saran-sararn sebagai berikut:

1:

bagi mereka yang akan melakukan perkawinan hendaknya
mengetahui  tujuan perkawinan yang bukan sekedar
pemenuhan kebutuhan biologis karena hakekat perkawinan
adalah ikatan yang bertanggung jawab yang didasari dengan
niat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

pada kasus ini yang seharusnya ditempuh oleh tergugat adalah
melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini
dikarenakan dasar-dasar pertimbangan putusan yémg
digunakan hakim di Pengadilan Agama tidak sesuai dengan
dasar-dasar gugatan Penggugat.
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SALINAER

POTUSAN

e 8, e

Remor : 420/Pdt.G/2000/PA.Sda.

1

DRMT XRADTTL.AN RRRNDASARKAN KRTUHANAN YANG MAHA ESA

é Pangadilan Agama Sidoarjo yang memariksa dan mangadili
“ .
;? perkara-perkara pardata dalam tingkat partama telah menjatuh ;
ﬂ kan putusan dalama perkara gugat cerai sebagai barikut antara:
.% : RETT SUSTLOWATT hinti'KASTAWT, umur 30“ tahun,"a;aé;fi?

Tslam, pekarjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun’
Cirowatan RE.09 Rw.03 Daga Bakung Temanggungan Ralong-

bando Rabupaten Sidnarin, selanjutnya digabut saebagai

YOPENGAUGAT " e e e

MET AWAN

AURRONTG  hin  SAMAN, umur 37 tahun, Agama Talam,

pokerjaan swasta, bertampat tinggal 4i Dusun Cirowetan

| Rt.10 Rw.03 Dasa  Rakung  Temanggungan Balongbando
'\ Kabupaten sidearjo, snlanjutnya disabut sébagai
i " PRRGUGAT " | ~=—m—m—mmm———— ———————— - -4
~ Pangadilan Agama tarabit | ——=vec———- = --&%
sy i
- Batalah mambaca surat - surat parkara ;——d;ﬁ%%ﬁ-————*—fh—w;—
.‘ s
- getelah mandengav Tadua halah pihak yang barparkara §om—————

TENTANG DUNUK PRRKARA

Meanimbang bahwa Penggugat dalam gugafnnnya tangqg)

17 April 2000 yang tardaftar di Kapanifaraan PangadiTan Aghma ,

¥ Nomor @ 420/Pdt. n/?nnn/pn fda. talah mengamukan -'shbagai
| # v

i DAY {RUT = omememimm e e S m s \ -

| : ;

H ;o y ’w"l.

LT

oy
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Bahwa Penggugat dengan Targugat telah menikah pada tanggal
01 Maret 1992 dihadapan Pegawai Pancatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kab. Sidoarjo, bnréasat-

kan Kutipan Akta Nikah Nomor : 453/5/T11/1992 ‘tanggal 2

Marat 1997 ;————————————- —_—— o

Rahwa satelah malangsungkan perkawinan Pgnggugat':u dan
: [

Targugat taelah hidup barsama sebagaimana’ iayaknya"gsqami

jgtri dan hidup barsama di rumah Penggu&dh=a§n tqrakyﬁgfggy,

T

o

rumahPengougat Grmm—mrster et T AT

. Bahwa salama perkawinan tersabut Penggugatdan - Tepgugat

talah malakukan hubungan suami istri, dan tdiah‘-dika%ﬁﬁiai

i

anak 1 orang harnama : ——— —_—— -

- MAYA YULTAR TRTSTANTT umur 7 tahun ;- : i ———

BRahwa samula kehidupan rumah tangga Panggugat. dan Targugat

perjalan tentram dan harmonis, akan tetapi -gejak 1 ..tahun

yang 1aln rumah tangga Penggugat. dan Targugat mulail ‘dgoyah hfi

gaaring tarjadi parsalisihan dan partangkaran . yang disabab -

kan karana :--———————= Bk ———

- Tergugat jika amosi suka mémukul pada Pangéugat e
- Targugat sebagai penjudi, Pemabuk ;--—-—-----_-4___; _____
- Targugat suka cemburu tanpa alaﬁ;n e ————— .

Rahwa parsalisihan dan partengkaran antara ‘Panggugat dan

Targugat tavrsebut semakin lama gemakin mamuncak, akhirnya

.

Panggngat tidak sanggup untuk maenaruskan bharumah ﬁangga

dangan Targugat, rahingga ant#ra Panggugat. dan Targugat

aakarang sudah barpisah saelama 10 bulan ;--- e
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f. Ralwa Panggngalb felah berusaha nuntuk dapat hiddp"?rnkun

kembali dengan Teraugal, akan tetapi t tdak hérhaﬂil jmm———

Rahwa atar dagar alagan-alasan tarsebut, Panégugat

. N
mohon  kepada  Pangadilan Agama SRidoarijo ﬁntuk hn%kanan
wemangd il dan wmemerikaa Penggugat dan Targug%t, salnniuznyq‘_
men jatuhkan putinsan asbagai bariknt :————v——;—--«-—m—f-—;—a
1. Wengalnlkan gugatan renggugat je——=s=== > x
7. Menntapkan, pavkawinan antara Panggué;} ﬂ;ngan faégﬂgat.

prtna karana parnaraian j-—-= é - ;?.

3. Memhehankan hiaya perkara ;ni garuai dnégan par%furan'
yandg hejlaku P ettt «--------__*--____3________;_m__,
Atan npnﬂila Pnngadi{nn herpendapatllain,jmohnn pétusan
vand apadil~adilnya je-—=o-=- e —— —- ; -

Marimhang, hahwa Penggngat dan Targugat “hadir u%pdiri

Aalam oidang, malka Hailia Bakim hernsaha manéamaikaﬁ ?kadna

halah pihak agar ruknn remhali fahagaiana semnla, akan éafﬁpi

+idak hethaai) :-Mm__,"m,n,ﬂu“H-__--_-ﬂ__ﬁ_____+ﬂ_;*-_--l;---—
o -
M imhandg, hahwa amlanjutnya dihanéknn g@gnfhﬁ%@%‘

Panccuaal  yand nlah  Panggugat ratap mampar#abankan ﬁ‘pada

pendiyian sl A -_-—nu»a---u-—-———--a--———-——-e-—--—n——e—L———

i

Menimhang, hahwa Aabas gngatan ranggugat taraabut
Porvaigat menharikan jawaban aahngal beriknt ;-—T--—--—n—i—-——w

L Rabwa Taraigat memhanarkan gahagian Aalasan ;_.Panggug,aﬂ dan

Y

mamhavtah akan aebagian yang lainnya j-=——-= ' e v e

CRahus henar antara Ponggngar Aan Taergugat raring tarjadi

Bt engkaran Watana faktor ﬂamhnvu’:M*n___‘_“-m__m_-__"__“_-
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- TRahwa tidak Dbhenar Tergugat memukul Penggugat, hanya

gendarany Aaja [e=—we—mmammmsmmmmmmmET —— ———

_ Bahwa Targugat kebaratan untuk barcevai karena - Tergugat

masih mencintai panggugat. dan anak ;———-—-—; ‘- S

- Rahwa Targugat telah barugraha untuk rukun dengan Tergugatl
dan sengaja datang manemui Panggugat dirumah .orang tQanya,
namun tidak harhagil dan bhahkan Panggugat mangunir Tatgugaf

Menimbang, bahwa Panggugat dan Targugat maatng = ﬂaning

talali mancukupkan keterangannya ;--—-—-- - -
Manimhang, hahwa  Paenggugat dimuka. persidangan
mangajukan aurat—-gurat bukti barupa ;== - % e o

A
B¢

1. Foto copy ¥utipan Akta Nikah barmaterai damn .sasuai gdpngan
aslinya yaitn Kntipan Akta Nikah yang dikaluarkané-oloh

Kantor lirnaan Agama Kec. Ba]ongbandb nomor‘:2453/5111311992

tanggal 2 Marvat 1992 ; ——===——————=TTT T : "=

L} §
+

2. Fntn copy Kartu Tanda panduduk atas nama Panggugat noqor )

00229, 404.93.2.14.98 tanggal 30 Juli 1968 barmatarai dan

amsuAal dengan ARl inyA ——=——sssssmesssssmeTs o e

Manimbang, bahwa  =elanjutnya didengar  keterangan

.
il

kalnarga/para saksi antara lain ;-——=——=——=" - -

KASTAMAN bin KASTAWT, umur 32 tahun, Agama Tslam,

pakarjaan swasta, bartempat tinggal di Naga Janti

t 04 Rw.N1 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, aaksi dibawah

aumpahnya aimuka sidang menarangkan yang pada pokok-

— Rahwa saksi adalah kakak lkandung Panggugat ;-——=-—=-"T"TTTTTTT
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|

\ . Rahwa hanAar Peangagniat Aan Tergngat adalah suami istri yang
1 ;

|

aah dan dikarumiai ganrang anak ;—--————--—-----—-——-—-————-

~ Rahwa henay Antara Panggngat dan Targugat sudah pisah kxurang -

Tihilh sl Aans 1 tahun ;«wmu—anu-———-—ﬂ-- —————————— e ———

! - Rahwa henar antara Panggugat dan  Targugat garing terjadi
poviengkaran yand hevkenaniangan karana Targugat cambiTy

xepaila Pengguaat, Teavaugar manyatakan hahwa Eonggngar; ter-

.
! Su
Ll

pangarnh Aancian 1aki-1aki lain, namnn hal taraebut “tidak

For PRS- eigie = e 45 .,..___......__...................-_..............._..._........_......_...

|
l '
|

. Rahwa Terghgat jarang pulang Adan pavrnah mamukul Panggugat -

_ pahwa keluarga telah herngaha untuk mamhar i naﬁahaﬁ- aan
upaya danai, tetapi tidak harhasil ;——--w——w—f-é-—u——-f-———-
ATTH RUBAT hin MUH .WAGT , umur 32 tahun, agama Talam

peley jaan awagta, hartempat tinggél ai .Ralong

fhis
By

&

TamEengguingan Rt .10 Rw.03 Rac. nalnnqﬁnndn Rabypaten

. I
aidnarin, dibhawah aumpahnya Aimnka sidang menérang-
kan vang pada prkaknya gabhagai parikyt ;-—=—=-="=""7

z _ :

Cmahwa sakonid adalah paman Targngat ;_w———-—-n—d--~—~———ﬁ7----

Pakwn banay Pengcigat dan Tergugat adalah suani istri yang
ant A Jiwarnnd il senrand anak ;—--f——-----—f—»—-—-——qeer-a

- Rahwa henar Penggngat Aan Tergngat pada aaat ini talah. pisan

yimak,  nannn Fidak mengatahnd pnrmana1ahannya3;—-—-~—--e-———

.

RAhWA pelnarvga tidak pernah diajak Targugat -k@rumah
\ | R
panggingat dan aakai tidak ganggup untuk mnndamaikan
M
Pmnggngar AAan Torgngnf ;-m————-—-—--—-—5-___*,_—__----%--_--

1ARO ANEANTO hin  SHKTMTN, amny 34 tahun, AgAMA
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Talam pekeriaan
fira ¥Kulon RY .20 Rw.N5H Kec. Ra1o;gbnndo Kahﬁpatan
Aidnarjn, dihawah sumpahnya dimnka gsidang maenarang-
xan yang pada pokoknya sabagai barikuot ----?—;—-7—-

Rahwa saksi adalah tatangga Panggugat dan Taréugat jm————T=
Rahwa hanar Panggugat dan Targugat saat ini sudah -pisah
rimah knrang lahih’ salama gatu tabun dan ?jdak mengetahui
parmasalahannya H
Rahwa aaksi tidak pernah mandamaikan Panggugat dan Terdugq;,“
pamnn’ manaatahni hahwa Tergngat parnah herkunjung ke _rumah
panggrgat aatn - kali tatapi hanya ngomong-ngomong - diluar
rumah BAJA §emmme o e ssomem oo e s e S EEE TR df——-—-—---—-—; -----
ARDUT, MIUNTHOT.TR bhin MICHRAN, umh} 58 tahun, . agama
islam, hartaempat tinggal di Peciro Kulom Rt.20
Rw_ N5 Kac. Ralongbando Kabupatan fidoarjo, &ibawah
sumpahnya dimﬁka gidang manerangkan yang . pada
pokoknya sahagai barikut ;—----—-ra—% ----- e e e
Rahwa saksi adalah tatangga Targugat dan tidak ada hubungan
kalnarvga dengan PanggugAat dan angugat ;-—----ﬂ—-«--ﬂ-flf-g_
Rahwa henav Panggugat dan Targugat adalah ﬂuami istri{.yang
aah dan dikaruniai aaorang anak I ————— T
Rahwa henar Pangaugat Adan Targugat. sewaktn masih  rukun
bertampat tinggal A1 rumah Panggugat ;-————< -;-—--—--a%-L—_-
Rahwa henar Panggugat Aan Targngat pada gaat ini talah.piﬂéh
kurang lehih salama gatny tahun karena Tergugat sering

mamiknl Panggugat ;~~—————-—-—ﬁ——4 ————————————— o e o e e
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SR

LY
- Rahwa sakai pernah membhari naseahat kepada .Pénﬁ gat dan

Targugat . namun tidak barharil dan Panggugat tetap tidak

berkainginan untuk rukun dengan Targugat ;- - - -

Menimhang, hahwa Targngat membanarkan atas keterangan
!

kaluarga dan para gaksi ;--—---= - - -

Menimhana, hahwa Pendagugat hnrkanimpu]an: tatap dangan

gugatan carainya dan tetap dengan pendiriannya yaitu kebaratan

-

nntuk barcerai j-—e—e— e e - -

: '
Manimhang. hahwa pada akhirnya Penggugat dan Targugat

.

mnhnn Pt NEan e-meee———————— —— - - - - —

Manimhang, hahwa untuk memparaingkat nraian putusan ivi

maka semua vang tarcantum  dalam bharita 'acata: perkara; ini,

ditunink sehagai hagian yang tak terpisahkan da}J ﬁntusaﬁ 1ni;
2 T

TENTANG PERTTMBANGAN RUKUM

S e r—

Menimhang, bahwa makand dan tujuan . gugatan Panggugat

adalah sahagaimana tarsabnt diatas ;

Manimhang, UWbahwa partama-tama berdasarkan pengakuan
- : b
Targugat dan inga sebagaimana tarnyata dalam surat: buku

Kntipan Akta Wikah tertanggal 2 Marat 1692 nomor : 453/5/111/

1992 yang dikalnarkan nlah Kantor lirngan Agama Kac. Ralong -~

handn harns Ainyatakan trarbhukti bhahwa antara Pnnggugaf ‘dan

Targugat talah terikat dalam parkawinan yang sah ; :

Menimhang, hahwa Majlia Hakim ftalah barugaha. uptuk

mendamaikan kadua balah pihak agar dapat rukun kembali, ﬂnamﬁn

ti&ak herhasil je-—m-mmm—— e ——————————————— L i

Manimbang, hahwa berdasarkan alasan Penggugat menyata -
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‘ % PR iy
A i Wi
kil At e Pengeteat Asn oAt taviadi pﬁ?ﬂﬁ?}ﬁiﬁgh’ adan

pr Fonioar an L patah  oboak yumah aalama  1e. tahun  talah

Al sFWas e S g ¥ oSy AREat TEnm sak=i Adan  dnga Afakni nlah

Terangat | Fohlngg pravgialeia s ke parnnakan hukti vang KATDNTNA
N T 1 S EE T bm*.i 194 HYR ;-wm~~~~~w—m~~»--—w—~—r— ————————— _

Mo bt amed ahen Tagangar manyatakan  keharatan -nnfnk
Py ooty ER IR 0T S ) memharikan  késgempatan yang -
enlor Kepaadn Tevonat etk ternaaha  rokun, Chamih .t;dak
heihasll Aiaens Peadotgal tarap pada pnndirinnnfa dan hnhk%n
tidal e Wenan Yot bom denn s n Teryouyat ;-——---—~—--—'--—-—--—--—r—--—---

Mawiwhang,  hahua Yorydamavkan pula  atar katarangan
ﬁﬁ““%\lﬂkw:j“":h|ﬁjﬂ anggwqwr RETL angnqnf vandg tnlah
ek at pr VAT nla tatant ridak hoﬂ‘l‘]l:!ﬂ" 1
menun fuklan Do ooy arian dar Badamatan :rnmah tanaoa
Poaviangal dan med ot fidal toreapat Adan rerwnind gahagaimana
VAl RER T E TS B vk iwn panal 1 adang Indang nomor 1 tahun

$9T74 benbateg P Wasinan dar penun iukkan pula tidak ada hﬁrapan
akan Bidug ks Yot A ke aatn Y'Ilfl’;fq"] rangoa ‘--....--_. _______ sl it

L‘n-'l"‘]‘.'.l\n.lll" e Vo .-'1.'1""-7\\'“-'”" [’ml'iﬂfiw.«'t—[uﬁ‘t'iﬂfiwa_/ falr?'a

bt ok foge o Vet T g[S TR il r_.'n.l-‘.'.ﬂ‘nrs Pnnggugaf haralagan

L]
caliteg ot won Vit et el Piwa paAgal 19 huvul F
BT 1 0% (1w N B (A § b, gameeany £ b I 1270 G, p:\ﬁ:—\\ 116 hurnf F
TR T |1 S A EC o el v pe Yalkaansan Tindang Indang NoOnoarY
$ 3 cVobane: BT G LAY Faei oo anean Arnaamn PRI e e e

R TR I MR B Yot 3 Tt Tamarkan pa--rf1ml'mng'nn--p-‘-rfimhnm_'_mn

Y gy edgat B wt es, SRS sl Lapens dtu gnigatran Pangougat .dapat
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-

Moo babang, baliwe berdasarkan paral B9 {1) Undang Undang

nome: 7L alin 1924 teal A e Pear adit Tan :\g?'ll"l'lﬁ maka h'i ay'a PF.!TkﬂTFI

dibebanican 1{!'-[-‘-111.1 ;’»'--lui'_it'_‘cilu_":'f"ﬂ e ks A 7 S = S B RS S SR T
Meng ingat akat pastal - pagal Jdan katentuan - ketauntnan
Tl Tatn vang by kangCliln 7 -—meemmssssSemmRe e assmmmmm—

Ia W B O AT

1. Mangabulkan gugatan Panggtivat e it e e e 7 s e

i
2. Menceraikan peinikahan  Fenggugat  (RETT AUSTLOWATT Dhinti
KARTAWT)Y Aengan Terguagat [(SURRONTO bin SAMAN) ;—=—--—————=- -
3. Menghukum Penggngab untuk mambayar samua biaya yang timbul
dalam parkara ini yang hingga kini ﬂihitqng saebasar Rp.
TG O500, - {todun bniuh sembilan Fibu lima vatusg rupiah) ;---
Remikian  rntusan  ini dijatuhkan  pada  hari Salasra
tanagal 26 dnli 2000 M. havtapatan dangan tanggal 23 Rabiul
Akhit 1421 H. Nlah kami Dra. Hj.  SURVAWATT PASARTRU =abagai
Walkiim NeFoa, Adan fes A, TAURTE dan Dis. ABDUT,  MALTK gebagal
Wakim Anceaata, ralican mana Aincapkan Adimaka uvmum  pada hari
itn inga dan dihadirvi  aleh Nra. SUFTYANT saabagai Panitara

Pangganti Paengadilan AgamAa farsahut, sarta Penggugat dan

'r.'.n'g“._;,'t A T < ot g e et o i o e o S e B T 0 B S i 101 2 e
Nakim Angrnta Hakim Ketna
(gl gy i'fr'l
1. Dra. N TAUFTD nra “j SURVAWATT PASARTRI
TR

9 niyra ARDIT, MATTY
Panitaera Pengganti
' r i |

A, BUFTYANT
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poarincian hiaya pe rkara: g r

1. Pancatatan Rp. 7 000 ;- Intnk salinan yang faAMA huny,i.nya ey
2 Adminiatvasi RD 30.000, - L Oleh P

3 Pandigilan W 1A.000, PRNGADTTL.AN AGAMA:

o

Redaks i B 1 "00~ : : “:\ RIO
; R 7y R

n Materai R 2.0nn TR R e . 4
F APYP %o 76 000 - P /(2 L= i
U ML AT Ry T9.500- rﬁﬁ;\?}'ﬁ,ﬁ?\ﬁk&Tw‘AW!\n, au
and
¥ 1 1
& J
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SALINAN

PUTUSAN
Nomor : 223/Pdt, G/2000/PTA. Sby

‘aga._ldiua.;_)ﬂc&le_u,\

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TIMUR

Telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis

Hakim  berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 13
Seplember 2000 Nomor:223/Pdt. G/ZOOOIPTA.Sb}'. telah menjatuhkan putusan scbagai

berikut, dalam perkara antara ; ceeeeeee..

SUBRONTO bin SAMAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta ,
tempat tinggal di Dusun Cirowetan Rt, 10 Rw. 03 Desa Bakung
Temenggungan Kecamatan Balong bendo Kabupaten Sidoarjo,
disebut Pembanding dahuly Tergugat; ~-

MELAWAN

RETI SUSILOWATI binti KASTAWI umur 30 tahun, agama Islam,
peketjoan Swasta, tempat tinggal di Dusun Cirowetan Rt.09 Rw.03
Desa Bakung Tumenggungan, Kecamatan Balong bendo Kabupaten
Sidoarjo. , disebut Terbanding dahuly Penggugat ; -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut - - ---

Telah melihat dan memeriksa surat-surat vang bersangkutan s ~

TENTANG DUDUK PERKKARA

Mengutip sepala uraian fentang hal ini sebagaimana termuat  dalam putugan

Pengadilan Agama Sidoarjo fanggal 25 Juli 2000 M bersamaan dengan tanggal 23
Rabiul Akhir 1421 1. Nomor 420/Pd1.G/2000/PA. S da. yang amarnya berbunyi sebagai

L. Mengabutkan gugaian Penggugat j-eeve--v -

2 Menceraikon  pernikahan Pengguagat (RETI SUSILOWATI binti KASTAWD)
dengan Tergugar ( SUBRONTO bin SAMAN), -

3. Menghukum ~eeesee-..
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3. Menghukum ‘Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 79.500,~(Tujuh puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah);- e s

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilﬁ.nAgama
Sidoarjo  bahwa  Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2000 telah mengajukan
permohonanbanding  atas  Putusan  Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Juli
2000 M Dbertepatan dengan tanggal 23 Rabijul Akhir 1421 H. nomor:
420/PdLG/2000/PA.Sda  Permohonan banding tersebuf ‘telah diberitahukan kepada

pihak lawannya;-

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah mengajukan memori

banding dan kontra memori banding---
TENTANG HUKUMNY A

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan olch
‘Tergugal/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara
sebagaimana ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka

permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa disamping dasar-dasar yang telah dipertimbangkan dalam
putusan hakim pertama, Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan

tambahan seperti dibawah ini sebagai berikut;

l Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 30 Mei 2000 Tergugat/Pembanding telah
mengakui bahwa Tergugat/Pembanding sering bertengkar dengan Penggugat/Terbanding dan
cemburu pada Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa “Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup
menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu ™ demikian pula menurut
pendapat Ulama' vang tercantum dalam Kitab Al-Bajurly juz I Shohifah 334 yang
vetbunyi j==-=--
e )i aae s V4 Hiledadagae o siba S U

(Yre st
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Apabila Tergugat (elah mengakui terhadap apa yang telah dituduhkan kepadanya,
tetaplah apa yang telah diakuinya itu kepadanya, dan tidak dibenarkan menarik kembali

-~ pengakuan tersebut),--=memmms

e \ Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding
| :!:';.’{'c]n‘u hidup pisah  selama satu tahun dan saksi-saksi dari keluarga telah berusaha
merukunkan kembali ternyata tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa Rumah
tangga antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah pecah ( Broken

mariage). ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan
oleh hakim pertama dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim

pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada
Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan itu ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Menguatkan  pulusan  Pengadilan  Agama  Sidoarjo tanggal 25 Juli 2000
Nomor : 420/Pdt.G/2000/PA.Sda. ;

- Membebankan biava banding kepada Pembanding sebesar Rp. 72000,-(Tujuh puluh

dua ribu rupial), ----ememeemeanaae S

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal
Y Oklober 2000 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1421 H. dalam sidang
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya oleh kami Drs.H. IMRON
AM. sebagai Ketua sidang, didampingi oleh Dra. Hj. ERNAWATI, SH. danDrs. H
SALIM ABDUSHAMAD, S.HL. masing-masing scbagai Hakim Anggota, dimana putusan ini
lelah diucapkan pada hari itu juga dalam  sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

rY
P

ZULLA PARIKILA, S.JI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

HAKIM =-senmememeen
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HAKIM ANGGOTA,
Ttd
Dra. Hj. ERNAWATIS.H..
HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H.SALIM ABDUSHAMAD,
SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi ------- Rp.40.000,-
2. Redaksi ---eeeeevee- Rp. 1.500,-
3. Meterai =-==v-sn=-mm- Rp. 6.000,-
4. APP. zeemeeememeeee- Rp.24.500.-

Jumlah —--meeeeeeee Rp.72.000,-

(Tujuh puluh dua ribu rupiah)

HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd

Drss H IMRON AM.

PANITERA PENGGANT],

Ttd

" ZULIA FARIKHA,S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

Pymt.PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
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